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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH. PASAL 7

Hibah YANG DIBERIKAN kepada badan dan lembaga diberikan -t
dengan persyaratan paling sedikit : ' '
e memiliki kepengurusan di daerah domisili;
e memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan
e berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan
di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam
rangka menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

s
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PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
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PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH e

-

Pelaksanaan TAPD melakukan

verifikasi atas DPA
PD bersama dengan
kepala Perangkat
Daerah yang
bersangkutan untuk
menelaah kesesuailian
antara RKA PD

Hibah berupa
uang dan barang
atau jasa
'’berdasarkan atas
- DPA-PD.

| me—

Dalam hal hasil
verifikasi TAPD
terdapat
ketidaksesuaian,
Kepala Perangkat
Daerah melakukan

penyempurnaan.

dengan

KUAdanPPAS ®
PERENCANAAN ®) CAPAIAN KINERJA ®)INDIKATOR KINERJA ®

STANDAR BELANJA ®

KEBUTUHAN BMD © PELAYANAN MINIMAL®

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN ANTAR RKA PD

PRAKIRAAN MAJU ®

HARGA SATUAN @
e 0

PERKIRAAN MAJU ®

©
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PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI -
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN =
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,;,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DA_N
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATA]}I."DAN BELANJA
DAERAH

L8
By

HIBAH KEPADA
PEMERINTAH PUSAT

* KUA dan PPAS diberikan kepada ¢ Dapat diberikan kepada unit
satuan kerja dari kerja di lingkungan Kementerian
kementerian/lembaga pemerintah Dalam Negeri yang membidangi
non-kementerian yang wilayah urusan pemerintahan di bidang

kerjanya berada dalam daerah  Administrasi Kependudukan
yang bersangkutan

_|'-
e

== * Dilarang tumpang tindih e hanya dapat diberikan 1 (satu)
—= pendanaannya dengan anggaran kali dalam tahun berkenaan.
pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI -
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN s
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,;,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATA]}I.bAN BELANJA
DAERAH

|5
Loty

HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

Diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah
sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang undangan.

* Untuk meningkatkan pelayanan
HIBAH KEPADA kepada masyarakat sesuai dengan

BADAN USAHA MILIK ketentuan peraturan perundang-
undangan.
NEGARA Untuk meneruskan Hibah yang

diterima Pemerintah Daerah dari
pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan. R[RIL)
-

-

P

-
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PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI - '
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN s
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,;,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

i
-
K

HIBAH KEPADA
BADAN DAN LEMBAGA

e Yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan

e Yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri, gubernur atau

Bupati/wali kota yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat

sosial kemasyarakatan esuai dengan
perkembangan masyarakat

* berupa koperasi yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenubhi
kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya

b

ZZR
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PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI -
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN =
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,;,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATA]}I."DAN BELANJA
DAERAH J

Fr
-

HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG
BERBADAN HUKUM
INDONESIA

Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HIBAH KEPADA Dberupa pemberian bantuan keuangan kepada partai

PARTAI POLITIK politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

Tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang

atau jasa "
0o g
- mka

m o A i FE

HIBAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK
DAERAH
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Dasar Hukum

1.UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG
KETERBVKAAN INFORMASI PUBLIK.

— 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 9
( TAHUN 2015 TENTANG PERVEBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

3 ATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 20173 TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK.



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015

APA I1TU INFORMASI
PUBLIK?

INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG
DIHASILKAN, DISIMPAN. DIKELOLA, DIKIRIM,
DAN/ATAV DITERIMA OLEH SVUATV BADAN PVBLIK
YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN
PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAV
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BPADAN
| PUBLIK LAINNYA YANG SESVAI DENGAN VNDANG-
UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG
( BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PVEBLIK.

s

APA ITU BADAN
PUBLIK?

LEMBAGA EKSEKVUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, DAN BADAN LAIN
YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA GERKAITAN DENGAN
PENYELENGGARAAN NEGARA., YANG SEBAGIAN ATAV SELURVH
DANANYA BERSUMPBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DAN/ATAV ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, ATAV ORGANISASI NONPEMERINTAH
SEPANJANG SEBAGIAN ATAV SELURVH DANANYA BERSUMPBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DAN/ATAV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAV LVUAR NEGERI.




HAK MEMPEROLEH
INFORMASI PUBLIK atas:

melihat dan mengetahui Informasi Publik;

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik

mendapatkan salinan Informasi Publik

melalui permohonan sesuai dengan Undang- w
Undang ini;dan/atau “

B

& 4

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.




HAK BADAN HUKUM PUBLIK
MENOLAK MEMBERIKAN
INFORMASI PUBLIK,
DIANTARANYA:

a.informasi yang dapat membahayakan negara;
b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan vsaha tidak
sehat;
c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jyabatan;
dan/atav
\ e.Informasi Publik yang diminta belvm dikvasai atav
didokumentasikan.

.
/ INFORMASI YANG WAJIB
DISEDlAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA, DIANTARANYA:

<

a.informasi yang dapat membahayakan negara; v

b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan ¢
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak | €0 ,.
sehat; ‘

c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi,

d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan,
dan/atav e.Informasi Publik yang diminta belvm
dikvasai atav didokumentasikan.

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA
MERTA, SUATU INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT
HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM. \‘




INFORMASI YANG WAJIB
TERSEDIA SETIAP SAAT

a.daftar selurvh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasvk informasi yang dikecvalikan;

b.hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c.selurvh kebijakan yang ada berikut dokumen penduvkungnya;

d.rencana kerja proyek termasuvk di dalamnya perkiraan
pengelvaran tahunan Badan Publik;

e.perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f.informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemvuan yang terbuvka vntuk vmom;

g.prosedvur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan

pelayanan masyarakat; dan/atav
( h.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
- / sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DAPAT
MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM

1.menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
svatv tindak pidana;
2.mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atav korban yang mengetahui adanya tindak
pidana;
3.mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4.membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan/atav kelvarganya; dan/atav
S5.membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atav
prasarana penegak hukum.




MEKANISME
MEMPERLOLEH INFORMASI

PASAL 22

« SETIaP PEINOHOIl INFORINASI PUBLIK
DaPaT IMmenGaJukKall PERININTAaAIl UNTUK
IMEINPEROLEH INFORINASI PUBLIK KéePabDa
BaDall PUBLIK TEREKAIT SECaRa TERTULIS
dTaUu TIDaAaK TeRTULIS.

« BaDall PUBLIK WaJlB INnencatTaT nalna
Dall aLalnaT PEINOHOI INFORINASI
PUBLIK, SUBJEK Dall FORINAT INroRINasI
SERTa CaRa PeéllvallnnrPalall INroRrRINasl
JanG DIIMINTaA OLEH PEINoOHOI
INFORINASI PUBLIK.

« BaDaAall PUBLIK 3YallG BEeRSaANGKUTAal
WaJIB PERININTaadll INFORINASI PUBLIK
JallG DIaJUKall SeCaRa TIDAK TERTULIS.

 BaDall PUBLIK TERKaAIT waJiB
IMEINBEeRIKAIl TallDAa BUKTI PElleRillaall
PERININTAAIl INFORINASI PUBLIK BERUPA
NOINOR PellDarTraRrall PabDa saaT
PERININTAaAAIl DITERIINA.

« DAaLalll HaAL PEeRININTAaAadll DISallPalKall
SECaRad LANGSUING aTaUu INneLaLul SURaT

ELEKTROINIK, NOIMOR PelNDarTaRrall
DIBERIKaAI saaT PelleRriinaal
PERININTAall.

« DAaLalll HaAL PEeRININTaAadll DISallPalKall
IMEeLaLUl SURaT, PEeNGIRIIMaNn INOoMmMOR

PellDarTaRrall DaPaT DIBERIKaAIl
BERSaAINaall DeNnGgall PENGIRIIMNAI
INFORINASI.

- PALING LamMBaT 10 (SEPULUH) HARI KeRJa
S€éJakK DITEeRIImMallga PERININTAAIl, BaDall
PUBLIK YalG BEeRSaNnGKUTan WwaJiB
mengampPalKall PEINBERITAHUAI
TERTULIS

« BaDaAall PUBLIK 3YallG BEeRSaNGKUTal
DaPaT IMeINnPEeRrRPANJAING WaAKTU UINTUK
IMENGIRIIMNKAIl PEINnBeRITaHUaAll, PaALING

\/LamBaT 7 (TUJUH) HaRI KeRJa

BERIKUTNYA DeNnGal INEeINBeRIKall

/ dLaSall SECaRa TERTULIS.




INFORMASI PEMERINTAH
(MENURUT U0 PEMDA)
PASAL 391

Pemerintah Daerah wajib
menyediakan

informasi Pemerintahan Daerah
yang terdiri atas:

a. informasi pembangunan Daerah,
dan

b. informasi kevangan Daerah.

IINFORMASI KEOUANGAN DAERAH DIGUNAKAN UNTUK:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran
Daerah dan laporan pengelolaan kevangan Daerah;
b. membantv kepala daerah dalam mervmuskan kebijakan | @ “ _
kevangan Daerah; ‘
c. membantvu kepala daerah dalam melakuvkan evalvasi
kinerja kevangan Daerah;
d. membantv menyediakan kebutuhan statistik kevangan
Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi
kevangan Daerah secara nasional; dan
g. melakukan evalvasi pengelolaan kevangan Daerah.
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Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan
nasional, keserasian antara kepentingan
publik dengan kepentingan aparatur serta
untuk meneliti sejauh mana APBD
kabupaten/kota tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya
yang ditetapkan oleh kabupaten/kota
bexrsangkutan.
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Berdasarkan Pasal 112 sampal dengan

Pasal 116 Pemerintah Nomor 12 tahun
2019, ketentuan umum terkait evaluasi
Raperda APBD dan Raperkada tentang ;yg
evaluasi Raperda APBD dan Perkada A
tentang APBD adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama

dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat

3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang

APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali
kota.

2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS

yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, By
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan &b ‘
Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri , o
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan. .
5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan \

! perundangundangan.
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6)Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

7)Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan:

8)Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan
yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan
yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi
antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
9)Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang
penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan
umum.

10)Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. »
11)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan &t l
hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada g
tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang S
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan

gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD \

dan Perkada tentang penjabaran APBD.
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12)Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.
13)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum,
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

sejak hasil evaluasi diterima. By
15)Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh o ‘
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati menetapkanrancangan ;| !
Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada )
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur

mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan \
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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16)Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
17)Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

18)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

19)Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

20)Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

21)Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan
pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.

22)Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur, kepala My
daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil & l
penyempurnaan. : P
23)Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor &
registrasi dari Gubernur. :
24)Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan |
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat \
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
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POINT DALAM KEPGUB 903/KEP.189-BPKAD/2021
TENTANG EVALUAST RAPBD KABU
TAHUN ANGGARAN 2022. FATEN BRNDUNG -
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Pasal 162 ayat (2) s/d ayat (4) 7
(2) Kepala Daerah memformulasikan

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. '
(3) Dalam rancangan perubahan KUA %
sebagaimana disertal penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai
penjelasan:

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
empertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD
hun anggaran berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan yang harus dikurangili dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai; dan

¢. capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampauili asumsi KUA.
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pasal 68 ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

¢.Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundangundangan; dan/atau
d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih zkf‘
besar bagi Pemerintah Daerah dan atau '
masyarakat. L A
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e Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat™
adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemexintah Daexah dengan jumlah
yang cukup untuk kepexrluan setiap bulan dalam tahun
anggaran bexkenaan, sepexti belanja pegawai, dan
belanja barang dan jasa;

e Yang dimaksud dengan "belanja yang bexrsifat wajib™
adalah belanja untuk texrjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan Pelayanan Dasar masyaxakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesual dengan ketentuan peraturan pexundang-
undangan.
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Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Belum ada
peraturan terbaru).

'Y a ™

Peraturan Pemerintah
No 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan

' l Keuangan Daerah
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Penyetoran Modal Kepada Bank Jabar
Banten Tbk, berdasarkan : Perda No 14
Tahun 2016 tentang penyertaaan modal
pemerintah kepada PT Bank Jabar Banten

Pengalokasian penyertaan
modal pada APBD Tahun 2017
sebesar 30 Milyar;
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Perda No 15 Tahun 2016 tentang

T penyertaaan modal pemerintah

: kepada PT Bank Jabar Banten
Akumulasi penyertaan modal sampai
dengan 31 Desember 2017 sebesar
Rp. 170.226.741.750,- atau sebanyak
680.906.967 lembar saham seri A;
-Pengalokasian penyertaan modal
pada APBD Tahun 2018, 2 tahap:
a. Tahap pertama sebesar 30 Milyar;
b. Tahap pertama sebesar 30 Milyar;
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BAEB V
HARK DAaN KEWA TTBAN
Pasal 8

Pemenmitah Kabupaten Bandung berhak memperokeh
bagian laba usaha dari Bank Jabar Banten, thk sesual
dengan peraturan perandang-wndangan.

Hank Jabar Banten, bk bBErhak meéndapatl diskungan
Berwpa melal usaha, sebapmmans dimakesd dalam
Paszal 5 avat (2]

Haseal U

Pemerintah Daermmb berkewsjiban moemberikan
penyertaan modal usaha sebapaimana  dienaksud
dalam Pasal 5 aval (2).

Hank Jabar Banten, bk, berkewapban mengelols
riroddal usaha yang disermhkan oleh pemennmiah daerah

Derdasarkan prnsipo-prmesp ekomomi | perusahoon
dengan menggunakan sastem akuntans yang berlaku.
Hank .Jabar Banten, thk, berkewajiban memberilcan
bagmin laba wsahn yong menjmti hak pemenntah
deerah dan menyetorkannya kepada Kas Daemh.

Hesarmya hagian laha usaha yang menjadi hak

Pemerintah  Daerah  sesupl dengan peraturan
perundang-undangan.
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PeMekanisme Penyetoran Modal Pemerintah Daerah
berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2012 tentang
Rgedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
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Pasal A

Investasy surat berharga dan investasl langsung scbagaimana
dimaksud dalam Pasal O dilaksanakan berdasarkan hasil analisis
caleeh 1'_|-¢;'1'|.:-|_5.-|;-.I'|.|-|1 vt st bk rn:;*.n-:_1.'r||r.|.',|1l-.'.'r||n bIER 1.l.'1-|lj|5|1'.

Pembelan saham sebagarmana chmaksud dalam Pasal 10 baral a
rthlaksanakan berdasarkan hasil analisis F-hn'i'l.:-u'i.:-m saham, anahsis
portofoho dan analisis nsiko,

Pembelian surat utang acbagsimana dimaksud dalam Pazal 10 harof

b dilaksanakan berdasarkan hasil analizsis penilaian surat utang dan
analisis risilko.

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksad
dalaim Pasal 11 humaf a dan hunaf b, dilaksanakan berdasarkan pada
analizls kelavakan, analisis portofolio dan analisiz nsiko,

Pasal 21

Pelaksanaan investas pemenntah  daerabh  dilaksanakan oleh
Pengelola Investasl dan dapat dilimpahkan pelaksanasannva hepada
Badan Lavanan Ummm Daerali

Pelaksanaan Inwvestasl pemerintah daersh acbagaimana dimaksad
pada avat [1) dituangkan dalam perjanjian wnvestasi antara pengelola
mvestas) dengan mhak ketiga,

Pelaksanaan investas: pemernniah daerah sebagaimana  cimalesadd
dalarm  Pazal 19 dituangkan  dalam  peganpan nvestas) antara
pengelola mvestas: dengan lembags keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

Perjanjian investasl sebagaimana dimaksud pada avat |2) dan avat |J3)
dilaporkan kepada Kepala Daerak.
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